DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGALI,

a. bahwa perkembangan dan kemajuan Kecamatan
Balantak khususnya dan Kabupaten Banggai pada
gnr:umnya serta adanya aspirasi yang berkembang

L alam masyarakat, maka dipandang perlu melakukan

pemekaran terhadap Desa Talima B guna
meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan,

Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan untuk

mempercepat Pemberian pelayanan guna peningkatan

kesejateraan masyarakat :

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a
dan memperhatikan perkembangan jumiah penduduk,
luas wilayah Desa Talima B Kecamatan Balantak,
maka dipandang perlu membentuk Desa Boloak
sebagai pemekaran dari Desa Talima B;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang
Pembentukan Desa Boloak.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah — daerah Tingkat II di Sulawes:
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahar
Lembaran Negara Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undanqgan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389)

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437) ;

4. Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

151

VLpINdaL dengan CamScanner



152

Daerah (Lembarap,

Tam Negara T
bahan Lembarap, Negara Z'L"J,'of‘ms?‘."“” A

meri
Kewenangan P:mntap Nomor 25 Tahyn 2000 tentang
sebagai Daerah c?tnntah dan Kewenangan Propinsi
2000 Nomgr 54, T onom  (Lembaran Negata Tahun
3952) ; » 'ambahan Lembaran Negara Nomor

6. Peraturan Pemeri
Desa, (Lemtggf;:ta;; Nomor 72 Tahun 2004 tentang

15 €Qara RI Tahun 200% Nomio
8,Tambahan Lembaran Neqgara RT Nomor 1587);

7. Peratura
Tahu zn Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20

0 tentang Kewenangan Kabupaten Bang.

(Lembaran Daerah K
abupaten Banggai Tahun 2000
Nomor 35, Seri p Nomor 13), ks

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG PEMBENTUKAN DESA BOLOAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

2. Bupati adalah Bupati Banggai. |

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pe_menntahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi luas dglam S|s§|m dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

4, gg\fv)aln%PSérwakilan Rakyat Daerah yang seian]utnga dItSEDUtB f;PRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai

sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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Wilayah ker
€rja
tau : "2 Camat Sebagaj p
Desa alau yang disepy,t erangkat Daerah

adalah kesatuan mag . =98N namg f3iy o
wilayah yang berwenany Hat g Selanjutnya disebut desa

uk Yang memiliki - batas- batas

masyarakat setem mengatyr .
cetempat yang di;’f&; dber asarkan o aSsrljllengurus kepeptnpgan
negara kesatuan Repypjiy Iﬂdd'mfmaﬁ e sissean adat istiadat
A Dusun atau yang diSEbut egnesm, M pemerintahan
dalam desa yap Mery IE]an Nama [aj
pemerintahan desa, Pakan

. Kecamatan adalah

N adalah bagian wilayah
Ungan kerja pelaksanaan

Pasal 3

Desa Boloak adalah berasal dari sehaqian wi -

luasnya 6,21 Km?. gian wilayah Desa Talima B yang
Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Boloak seba
luas wilayah Desa Talima B dikurangi
dimaksud pada Pasal 3.

gaimana dimaksud pada Pasal 2,
luas wilayah Baloak sebagaimana

Pasal 5

(1) Desa Boloak mempunyai batas wilayah:

a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Lamala;
b. Sebelah Timur dengan Desa Dolom;

C. Sebelah Selatan dengan Desa Talima B;
d. Sebelah Barat dengan Desa Tintingon;

(9) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan
dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan darn Peraturan
Daerah ini.

(3) Penentuan batas Wilayah Desa Boloak secara pasti dilapangan,
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati,

Pasal 6
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Pasal 7

v,j(oﬁ Desa Boloak berkedudukan i Boloak
BAB III
| KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

() Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Boloak.
Bupati, Camat Balantak dan Kepala Desa Talima B sesuai dengan
wewenang dan Tugasnya masing — masing menginventarisasi dan
mengatur penyerahan kepada Pemerintah Desa Boloak sesuai
dengan Peraturan Perundang- undangan yang meliputi :

a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak
yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa
Talima B yang berada dalam wilayah Desa Boloak.

b. Perlengkapan Kantor, Arsip, dan dokumen yang karena sifatnya
diperlukan oleh Desa Boloak.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
celambat-lambatnya diselesaikan 3 (tiga) bulan terhitung se)ak

tanggal diresmikannya Desa Baloak.

Pasal 9

Pembiayaan Yyang diperlukan  akibat pembentukan Desa Boloak
sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Desa Boloak.

BAB 1V
KETENTUAN PENUTUP

pasal 10

ukan sebagal pelaksariaan Peraturan

Ketentuan lebih lanjut yand diper! |
Keputusan Bupati.

Dagrah ini diatur lebih lanjut dengan

pasal 11

Vapandar dengan CamsScanner
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